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PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR: 6060.4.23.2 /889 / selcet
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat
diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;

b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat
ketat dan terbatas;

c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon
Informasi Publik badan publik wajib membuat
pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang
diambil;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ maka
perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi
Informasi yang Dikecualikan.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950). Sebegaimana telah di ubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Pembentukan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
LingkunganProvinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



Memperhatikan

Menetapkan

PERTAMA
KEDUA

KETIGA

. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12

Tahun 2013 Tentang Partisipasi Masyarakat dan
Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Kabupaten Bandung;

. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 Tentang

Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung No. 49
Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tekhnis
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2013 Tentang Partisipasi Masyarakat dan
Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Kabupaten Bandung;

. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintah.

Memutuskan

Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan.

Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini
merupakan Informasi yang Dikecualikan.

Lembar Pengujian Konsekuensi yang tercantum dalam
lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Penetapan ini.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal  Juli 2024

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
T




LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
Nomor: 60- 4.22.2 /889 / Sekcet

Pada hari ini Selasa tanggal dua bulan Juli tahun 2024 bertempat di Bapperida Kabupaten Bandung telah dilakukan Pengujian Konsekuensi
terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini: :

No Info , Dasar EC%MB _uob.mnnﬁmzmb Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik Jangka Waktu
Dibuka Ditutup

1. Sistem keamanan a. Undang-Undang No. 14 Akan mengakibatkan Menjaga Keamanan Sistem Selama sistem
website/aplikasi Tahun 2008 tentang penerobosan/ penyalahgunaan | Website/Aplikasi Online akun digunakan
online (akun administrasi) Keterbukaan Informasi akses administrasi
‘ Publik Pasal 17 huruf j

b. Undang-Undang No. 11
Tahun 2008 tentang ITE
Pasal 30 .

2. Login Administrator a. Undang-Undang No. 14 Keamanan Sistem. Masyarakat tidak mengetahui Selama sistem
Website/Kode Tahun 2008 tentang Mengakibatkan Penyalahgunaan | kode akses sehingga keamanan | digunakan
Akses Elektronik, Setting Keterbukaan Informasi oleh pihak lain system IT terjaga.

Konfigurasi Network, Publik Pasal 17 huruf j
Segment Network, Security b. Undang-Undang No. 11
Network, Tahun 2008 tentang ITE
Pasal 16
3. Kode Akses Elektronik a. Undang-Undang UU No. 14 | Menjaga/melindungi keamanan | Masyarakat tidak mengetahui Selama sistem
Tahun 2008 tentang akses kode akses schingga keamanan | digunakan
Keterbukaan Informasi system IT terjaga.
Publik Pasal 17 huruf j
b. Undang-Undang No. 11
Tahun 2008 tentang ITE
Pasal 30
User name dan Password UU No. 36 Tahun 1999 tentang | Penyalahgunaan oleh pihak lain | Menjaga keamanan data dan Selama masih
Aplikasi Internal OPD Pemda  [Telekomunikasi Pasal 22 yang tidak bertanggungjawab informasi yang tersimpan dalam | digunakan
setiap aplikasi
a. Laporan Keuangan a. Undang-Undang No. 14 a. Berpotensi disalahgunakan |a. Menjaga penyalahgunaan a. Sampai menjadi
Daerah (Laporan tahun 2008 tentang KIP, oleh orang yang tidak dari pihak yang tidak Laporan
keuangan yang belum di Pasal 17 hurufi dan j berkepentan berkepentingan Keterangan
audit, LKJ, LKPJ) Undang-Undang No. 17 b. Mengganggu proses audit b. Membantu mencapai Pertanggungjawa
Tahun 2003 tentang keberhasilan pelaksanaan ban (LKPJ)




Dasar Hukum Pengecualian

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik

No Informasi oy . Jangka Waktu
Dibuka Ditutup
b. Laporan revieu keuangan Keuangan Negara, Pasal 31 pembangunan diterima DPRD
yang belum di audit ayat (1) c. Melindungi penyalahgunaan | b. Sampai dengan
c. RKA/DPA b. Undang-Undang No. 15 data/informasi terbitnya hasil
tahun 2004 tentang audit
Pemeriksaan Pengelolaan c. Sampai dengan
dan Tanggung Jawab Negara terbitnya
Pasal 19 sertifikat
c. Permenpan No. PER / 04 /
M.PAN / 03 / 2008 tentang
Kode Etik Aparat
Pengawasan Intern
Pemerintah
d. Permenpan No. PER / 05 /
M.PAN / 03 / 2008 Tentang
Standar Audit Aparat
Pengawasan Intern
Pemerintah
Hasil Audit Internal Undang-Undang No 14 tahun Dapat mengungkap Melindungi rahasia Sampai dengan
2008 tentang KIP, Pasal 17 rahasia jabatan dan jabatan dan rahasia adanya
huruf j rahasia Negara Negara persetujuan
Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:
No Nama Jabatan Unit Kerja T, .
1 DENI IMAN KERTABUDI, ST . Bidang Pereencanaan Pembangunan
NIP. 19750124 200604 1 003 Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan n ¥ \
2 | DADAN WARDHANA, STP, MPP, MT, . 1
: Bidang Pereencanaan Pembangunan
Fo.D Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
NIP. 19800327 200501 1 012
3 | LILIS ROSTINI, SH, MH Kevala Bidan Bidang Pereencanaan Pembangunan \
NIP. 19781211 200501 2 009 p g Manusia dan Pemerintahan
4 RULI ISNANI, S.Sos, M.Si ; : . . \
NIP. 19671109 199303 2 004 Kepala Bidang Bidang Riset dan Inovasi Daerah \Nﬁl
S ANJAR PRATAMA APRILIYANTO, SE Kenala Bidan Bidang Perencanaan Pengendalian dan ’ /
NIP. 19860407 201101 1 001 p g Evaluasi Pembangunan Daerah A




Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Mengetahui:
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi




DAFTAR INFORMASI| PUBLIK
BAPPERIDA KABUPATEN BANDUNG

TAHUN 2024

INFORMASI JANGKA
PEJABATANIT/SATIER | PENANGGUNGJIAWAB is..n._oz BENTUK INFORIMASI o WAKTY
JEMS INFORMASI RINGKASAN 181 INFORMAS! YANG MENGUASA! | PEMBUATAN ATAU TEMF , WASS wAS WA ATAU
PEMBUATAN | YANGTERSEDIA | pususscaN INFORMAS! YANG
INFORMAS! PENERSIT INFORMAS| DIMUMKAN DIUMUMKAN RETENS!
INFORMAS! SECARA | SeRTAMERTA | seTAPSAAT | OWECUALNAN | " ngp
— BDERKALA
Peraturan, Keputusan dan/atau Kebijakan Badan
B 1 Ipubiix _
1 (oupalen Bandung Nomor 82 oy, ycan dan Susunen Perangkat Deerah Selqetaris Selaetarie/Umpeg 2023 v
2 | Perbup Nomor 108 Tahun 2023 0se, Fungel dan Teta Kea Sekretaris Sekreterie/Umpeg 2023
3 |Porda No. 7 Tahun 2071 RPJPD Kab.Bdg T gtingi!x!}'l-e_ Watid PPEPD Yabid PPEPD 2028
Rencana Pembangunen Jengka Menengsh Deersh
4 | Perda Nomor 12 Tahun 2023 Kabid PPEPD Kabid PPEPD 2023
Tahun
a_?gzniaq}sg gsgggq}sub;_ Kabid PPEPD Kabid PPEPD 2023
Penunjuian Pejebst Penatausshesn Ksuangan,
: Pembust Komitmen, Pejebet Peisiesens T
BAPPELITBANGOA Keglatan, Pejebat/Pankia Pangadean berang dan Jase,
e g_gzs.n.. _51“8...28&&.. Pejsbat/Panitie Penerima/Pemerias Sekretaris Kasubag Keuangan 2024
Pekerjasn/Kagistan, dan Penetapan Kagistan dbaweh
Kewenangen Kussa Pangguna Anggeran
informes] Publik yang Wajib Desediakan dan)
Diumumkan Secara Berkala
Profil Baden Publik
PK Tununen Tahun 2024 PK Turunen Fungsional Perencana Perencana 2024
DUK Tahun 2024 DUK Tehun 2023 Kasubag Umpeg Kasubeg Umpeg 2024
_!oo..._e..l Bio Data Kepala BAPPERIDA Kabupaten Bandung Kasibeg Umpeg Kasubag Umpeg 2024
Program dan Kegiatan
Jadwal Penyusunen RKPD Tahun 2024 Jadwal Penyusunan RKPD Tehun 202 Kabid PPEPD Kabid PPEPD 2024
Rencen Jangka Panjang Deerah Kebupsten Bandung
PD Tahun 20252045
Kabupsten Bandung et 20052065 Kebid PPEPD Kabid PPEPD 2024
_ D Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 ﬁ% Menengsh Deersh Kebid PPEPD Kabid PPEPD 2024
;_nsggqlsg _ia-gl.ei Pembangunen - Desrsh _.li...___ Kabid PPEPD Kabid PPEPD 2024
|RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2024 Rencne Kerja Permbergunan Deersh Kebupeen| Kabid PPEPD Kabid PPEPD 2024
Rensira ‘shun 2021-2026 Rencena gda Tahun 2021-2026 Perencena Perencena 2024
7|Renje Bapperida Tahun 2025 Rencana Kere Bepperide Kebupsien Bendung Tehun .\ el Paroncans | Fungeional Perencene 2024
[Laporan Kinecja
LKIP Tahun 2023 LKIP Tahun 2023 Fungsional Perencana Fungsionsl Perencana 2023
D |Laporan Keuangan
d_zl-ﬂx!.l.i.._.l-!uﬂm ﬂaiggg_ Kasubag Keuangen Kasubag Keusngen 2024
2|Asst Deerah Aset Desrsh EAPPERIDA Kabupaten Bandung [ KasubagUmpeg | Kasubeg Unnpeg 20204
8] _ iLaporan Akses informast Publ




WAKTU DAN INFORMASI JANGKA
PEJABAT/UNIT/SATKER | PENANGGUNGJAWAB TEMPAT  |BENTUK INFORMASI WAKTU
JENIS INFORMASI RINGKASAN IS!| INFORMASI YANG MENGUASAI PEMBUATAN ATAU PEMBUATAN YANG TERSEDIA Ecnzc!ﬁw-sz WAJIB WAJIB INFORMAS! YANG ATAU
INFORMASI PENERBIT INFORMAS NFORMASI e DIMUMKAN DIUMUMKAN DIKECUALIKAN RETENSI
SERTAMERTA | SETIAP SAAT ARSIP
BERKALA
Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan
SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik PPID Pembantu Penngelola Dokumentasi 2023 v v
lenyusun Uji Konsukuensi | i Publ SOP Menyusun Uji Konsukuensi Informasi Pu Pembantu Penngelola Dokumentasi 202 v v
SOP Pengelolaan Sengketa Informasi Publ SOP Pengelolaan Sengketa Informasi Publ| PPID Pembantu Penngelola Dokumentasi 202 v v
SOP Pelayanan Informasi Publik SOP Pelayanan Informasi Publik Pembantu Penngelola Dokumentasi 2023 y v
SOP Pengajuan Keberatan SOP Pengajuan Keberatan PPID Pembantu Penngelola Dokumentasi 202 V v
Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan
Pedoman Pengelolaan Organisasi, Administrasi
Personil dan Keuangan
Profil Pimpinan dan Pegawai yang meliputi nama,
sejarah, karir atau posisi, sejarah pendidikan,|Profil Kepala BAPPERIDA Kabupaten Bandung PPID Pembantu Penngelola Dokumentasi 2024 v v
penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima
E Data Statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan|SIPD Kabupaten Bandung Kabid PPEPD Kabid PPEPD 2023 ) N
Publik
1 Surat-surat Badan Publik
£ wca__ Surat Perjaniian dengan Pinak Ketiga bert]y) e o ior Koriasama Kabid RIDA Kabid RIDA 2024 N N
G mi»!o:s._,! :.v:!.w&o:v:! dalam
Aset Daerah Bapperida Kabupaten Bandung Fungsional Perencana Fungsional Perencana 2024 v v
L Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Publik |Rencana Strategis Bapperida Kabupaten Bandung Fungsional Perencana Fungsional Perencana 2024 v |
= Rencana Strategis Badan Publik Rencana Strategis Bapperida Kabupaten Bandung Kasubag. Program Kasubag. Program 2024 ]
| Rencana Kerja Badan Publik
1 Agenda Kerja Pimpinan Satuan Kerja
2| [Agenda Kerja Pimpinan Badan Publik Mu&é.e..ﬁ..e: i Ve Eappenda Kabupeten Kasubag. Umum Pengelola Dokumentasi 2024 N
. Agenda Kerja Pimpinan Satuan/Unit Kerja ”“_&c:u dalam Veeb tep g ¥ Kasubag. Umum Pengelola Dokumentasi 2024 v
Kegiatan Pelayanan 53:.:3_
2| [Kegiatan FE-:S aas-_ Publik  yang|s b petayanan Informasi Publik PPID Pembantu Pengelola Dokumentasi 2024 N
3 m.aa_ &: Pasa.s_ L ami Badan Publik.rercantum Dalam LPIP Bapperida Kabupaten Bandung PPID Pembantu Pengelola Dokumentasi 202 v
4 :..:v& Uos. Manusia yang Menangani Layanan
Informasi Publik besrta Kualifikasinya di Badan|Tercantum Dalam LPIP Bapperida Kabupaten Bandung PPID Pembantu Pengelola Dokumentasi 2024 v
Publik maupun Unit Keria
K Anggaran 553 Informasi Publik beserta
1 Pelanggaran an: Pengawasan
2 Jumiah, jenis an: gambaran umum pelanggaran
ditemul
3 Laporan 3:59.3: atas pelanggaran
miah, jenis dan gamabaran umum m pelanggaran|
3 dilaporkan oleh masyarakat
Laporan penindakannya
1 Informasi Tentang Penelitian yang dilakukan Badan




JENIS INFORMASI

RINGKASAN IS| INFORMASI

PEJABAT/UNIT/SATKER
YANG MENGUASAI

INFORMASI

PENANGGUNGJAWAB
PEMBUATAN ATAU
PENERBIT INFORMASI|

2 Daftar Penelitian yang dilakukan

Kajian Kepuasan Masyar
akat pada Program Unggulan Bedas Kabupaten

Bidang RIDA

Kabid Riset dan Inovasi

ETIAP
m Daerah v \
Kajian Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD . Kabid Riset dan Inovasi
) Kabu Bidang RIDA v v
Kajian Identifikasi Potensi Pembentukan Simpul Kreatif
( Creative Hub ) Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bidang RIDA Kabid Riset dan Inovasi J )
(UMKM) di Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung Daerah
Kajian Membangun Strategi Adaptasi Sektor Pertanian Kabid Riset dan Inovasi
i ey Bidang RIDA rsiod v v
x&ggzgsggcg Bidang RIDA Kabid Riset dan Inovasi v v
Kajian P han Past Daerah
Infrastruktur Dasar Kawasan Pemukiman Kumuh di Bidang RIDA Kabid Riset %_.,. Inovasi J J
Hasil Penelitian yang dilakukan _xas: §: PAUD Holistik Bidang RIDA Kabid Riset dan Inovasi p 3
i i Kabid Riset dan Inovasi
melalui Dukungan Pelaksanaan Program Bidang RIDA Dkaeeh v v
di
Jasa Konsultansi Kajian Evaluasi Program
Penyertaan Modal Non Permanen Berupa
Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Bidang RIDA Kabid Riset dan Inovasi J
Kepada Masyarakat Melalui Lembaga acani
Jasa Konsultansi Kajian terkalt Identifikasi
Kelembagaan Rantai Pasok Komoditi Kopi Bidang RIDA Kabid xﬁ Inovesl N
di
Jasa Konsultansi Kajian Dampak Program
"Kartu Tani Sibedas' terhadap Tingkat B D Kabid Riset dan Inovasi
Resilensi Petani di Wilayah Kabupaten iy Daerah
Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa
Studi Penelitian dan Bantuan Teknis pada
pekerjaan Jasa Konsultansi Kajian Bidang RIDA Kabid Riset dan Inovasi
Pembentukan dan Susunan Badan Riset s Daerah
dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten
Jasa Konsultasi Kajian Evaluasi
_:iﬁ._ai Inovasi Daerah di Bidal ng RIDA Kabid Riset dan Inovasi
Bai Daerah
Jasa Konsultansi Xl_g vm...ﬁn_‘:g:
Naskah Akademik dan Rancangan Perda Bidang RIDA Kabid Riset dan Inovasi
Inovasi Daerah Kabupaten Bandung Daerah
Kajian Strategis Pemetaan Populasi Kunci Kabid Riset dan Inovasi
AIDS di Kabupaten Bandung el Daerah
Jasa Konsultansi Kajian Pembentukan dan S
Pendirian Perguruan Tinggi di Wilayah Bidang RIDA Kabid Riset dan Inovasi

|

BENTUK INFORMASI
YANG TERSEDIA

;

INFORMASI YANG




